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NOMOR : 013 / HM.00.02/K.SU-06/05/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KARO NOMOR
004/HM.00.02/K.SU-06/07/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Menimbang

b

bahwa Bawaslu Kabupaten Karo sebagai Lembaga yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi
yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu
Kabupaten Karo dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Karo agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya
semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karo tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 421);

6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1147);

7. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 17).
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MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR:
004/HM.00.02/K.SU-06/07/2024  TENTANG ~ PEMBENTUKAN  TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARO. )

KESATU :Membentuk Tim Pelaksana Layanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Karo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan
dan pelayanan Informasi Publik.

2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik
yang dibuat oleh PPID.

3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan
kepada Komisi Informasi.

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan
Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID
mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.

Penyusunan daftar Informasi Publik.

“wos W

Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan
Informasi Publik.

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon
Informasi.

4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan
keterbukaan Informasi Publik.

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
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3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang
dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.

4, Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan
Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi
dikecualikan.

7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi
Publik.

9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi
Publik.

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada
Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi
1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.

3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang
Dokumentasi.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan
PPID.

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas
persetujuan PPID.

6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan
PPID.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi : Kabanjahe
Pada tanggal : 26 Mei 2025
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Nomor : 013/ HM.00.02/K.SU-06/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM PPID
1 | Gemar Tarigan, ST Ketua Bawaslu Kabupaten Karo | Pembina PPID
2 | Sudiman, S.Pd.1., C.Med. gt Bawaslu Kabupaten | 7o) pertimbangan PPID
3 | OdaKinata Banurea, M.Pd grgogow PEWSG AN Tim Pertimbangan PPID
4 | Jeffii Anto Sihotang, SH Koordinator Sekretariat Bawaslu Atasan PPID
Kabupaten Karo
e Staf PPPK Sekretariat Bawaslu
5 | Aripin Ritonga, S.HI Kabupaten Karo PPID
S MG Staf PPNPNS Sekretariat :
6 | Kami Milala, SH Bawaslu Kabupaten Karo Petugas Pelayanan Informasi
: Staf PPPK Sekretariat Bawaslu 5
7 | Mando Sinuraya, SH K sbiupaten Ko Petugas Pelayanan Informasi
8 | Salamun Ikhtiar, Amd Staf PPPK Sckretariat Bawaslu Petugas Pelayanan Informasi
Kabupaten Karo
9 | Rani M Br Surbakti, S.Pd Siaf FENENS Selremat Petugas Pelayanan Informasi
Bawaslu Kabupaten Karo
- o Staf PPNPNS Sekretariat .
10 | Raja Richard Ginting, Amd Bawaslu Kabupaten Karo Petugas Pelayanan Informasi
. Staf PPPK Sekretariat Bawaslu .
11 | Adly Satria Mangengke, SH Kesbupateh Ko Petugas Pelayanan Informasi
y ot Staf PPNPNS Sekretariat :
12 | Tiora Perangin-angin, S.Pd Pasysln Kabufigtan Ko Petugas Pelayanan Informasi
: ; : Staf PPNPNS Sekretariat :
13 | Yanisa Tri Handayani, S, Str. Keb Resslu Kabupsisn Kat Petugas Pelayanan Informasi
14 | Evin Cristoper Tarigan, Amd Staf PPNPNS Sekretariat Petugas Pelayanan Informasi
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